SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 175 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan

1.

Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, dipandang perlu adanya Pengaturan Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota
Probolinggo;

bahwa guna terwujudnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan di Kota Probolinggo berjalan dengan baik, tepat dan
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di
Kota Probolinggo beserta perubahannya perlu diganti;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan di Kota Probolinggo;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yanga Bersih dan Bebas dari Korupsi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);



20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

21.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

22.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30);

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2018
tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2018 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA

PROBOLINGGO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

s N

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Probolinggo.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Probolinggo.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
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Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek
Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai , dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan
kewajiban membayar pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk
kontrak investasi kolektif.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
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Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan
besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sementara dari petugas pemungut yang
dilakukan oleh bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pelunasan PBB yang diterbitkan oleh bank tempat pembayaran PBB.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah
Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya
komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah
daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP,
beserta pembayaran pajak terhutang yang dibuat per RW pada setiap
kelurahan.

Daftar Hasil Rekaman yang selanjutnya disingkat DHR adalah Daftar yang
memuat rincian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek
pajak sebagai hasil dari perekaman data.

Data Harga Jual adalah data/informasi mengenal jual beli tanah dan/atau
bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya seperti Camat,
PPAT, Notaris PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak, dan lain-lain.

Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang
dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk
kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan kelurahan. Penentuan batas blok tidak terikat
kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu kelurahan.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis
yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi
Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak
dalam satu wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah

tidak terikat kepada batas blok.
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Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang
menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak
yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi
kelurahan.

Piutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tata cara pemungutan pajak dalam Peraturan ini meliputi :

a. Pendataan dan penilaian objek pajak;

b. Penetapan dan penerbitan SPPT;

c. Tata cara pembayaran pajak melalui bank;

d. Mutasi objek pajak dan subjek pajak;

e. Tata cara penerbitan salinan SPPT/ SKPD;

f. Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak;
g. Pembetulan SPPT;

h. Pembatalan SPPT yang tidak benar;

e

Tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;

Pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak;

—.

k. Pengurangan pajak;

[am—

Keberatan pajak;
m. Tata cara penagihan dan penanganan piutang pajak;
n

Tata cara penagihan pajak; dan

e

Tata cara pemberian informasi pajak.
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Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah pelaksanaan pembentukan atau pemeliharaan basis data pajak
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan dan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah proses penetapan dan penerbitan dalam rangka cetak masal SPPT PBB
atau berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak.

Pembayaran pajak melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui
payment online system pada tempat pembayaran pajak yang harus dilunasi
paling lambat saat tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d adalah perubahan atas data objek pajak dan/atau subjek pajak
yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.

Penerbitan salinan SPP/ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
adalah  proses penerbitan SPPT sebagai pengganti SPPT yang
hilang/rusak/belum diterima wajib pajak.

Pengurangan atau penghapusan denda administrasi pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses
penerbitan keputusan pembetulan SPPT sebagai akibat penerbitan SPPT yang
tidak benar dikarenakan kesalahan penulisan alamat/ penulisan nama,
kesalahan hitung luas bumi dan bangunan.

Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SPPT sebagai akibat penerbitan
SPPT yang tidak benar dikarenakan ganda atau objek pajak tidak ada.

Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh
tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan
diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan wajib
pajak karena sebab-sebab tertentu.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran pajak

kepada wajib pajak.
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Kompensasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperhitungkan
dengan piutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau atas
permintaan wajib pajak untuk diperhitungkan ketetapan PBB yang akan
datang.

Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak
terhadap ketetapan pajak yang terutang.

Keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah
ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT.
Penagihan dan penanganan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf m adalah piutang yang tercantum dalam SPPT yang tidak dapat
ditagihkan disebabkan karena hal-hal tertentu.

Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n
adalah tata cara penagihan pajak yang belum dibayarkan atau kurang bayar
dari wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran.

Pemberian informasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o

adalah pemberian informasi pajak atas permohonan wajib pajak.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan dan Penilaian Objek Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek Pajak
Pasal 3
Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. Identifikasi objek pajak;
c. Verifikasi data objek pajak;
d. Pengukuran bidang objek pajak; dan
e. Pemutakhiran peta PBB
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh subyek pajak dan disampaikan ke Badan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh

subyek pajak atau kuasanya.
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Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,
maka petugas dari Badan berhak melakukan identifikasi obyek pajak,
verifikasi data obyek pajak dan pengukuran bidang obyek pajak sebagaimana
disebut pada ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan huruf d secara individu tanpa harus
disaksikan oleh subyek pajak.

Pendataan obyek pajak oleh Badan dapat bekerja sama dengan instansi
terkait, atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
teknis yang ditentukan dan ditunjuk Badan.

Pendataan kembali objek pajak dalam rangka pemutakhiran data objek Pajak
dituangkan kembali hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Objek Pajak
Pasal 4
Penilaian objek pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara massal
maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang
telah ditentukan.
Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 5
Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa :
a. penilaian massal tanah;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;
dan
c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non
standar.
Penilaian massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak
yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan
suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted
Valuation (CAV).
Objek pajak standar adalah objek pajak yang memiliki luas bangunan < 1000
m2 dan/atau jumlah lantai < 4 (empat) serta luas tanah < 10.000 m?2.
Objek pajak non standar adalah objek pajak yang tidak memenuhi kriteria
objek pajak standar.

Pasal 6
Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dapat berupa :
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan
data pasar;

b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan
pendekatan biaya; dan

c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.

Penilaian individu adalah penilaian terhadap objek pajak dengan cara

memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.

Pendekatan data pasar adalah cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

dengan membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain

yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan

antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.

Pendekatan biaya adalah cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan

menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak

tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutannya.

Pendekatan kapitalisasi pendapatan adalah pendapatan cara penentuan Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu)

tahun dari objek pajak tersebut.

Setiap petugas yang melaksanakan penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan

dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu

yang diketahuinya sesuai dengan ketentuan pasal 172 Undang-Undang Nomor

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam melakukan kegiatan penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam

rangka pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, Badan dapat

bekerjasama dengan instansi yang terkait.

Penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penentuan besarnya

NJOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis

yang ditentukan dan ditunjuk Badan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penerbitan SPPT
Paragraf 1
Penetapan SPPT
Pasal 7
SPPT ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hasil pendataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

SPPT ditetapkan sebesar 0,2 % untuk NJOP Rp 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah) atau lebih, dan 0,1 % untuk NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah) dari NJOP yang telah dikurangi oleh NJOP tidak kena pajak.
NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah).

Ketetapan pajak untuk tanah kosong tidak memberlakukan pengurangan
NJOP dengan NJOP tidak kena pajak.

Ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar ditetapkan
sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila hasil penetapan PBB yang
terutang besarnya kurang dari ketetapan minimal.

Hasil penetapan yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di atas adalah nilai yang akan digunakan pada
proses cetak massal SPPT yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah.
Ketetapan pajak diterbitkan paling lama S5 (lima) tahun sejak berakhirnya
tahun pajak.

Paragraf 2
Penerbitan SPPT
Pasal 8

SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang
terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat
dilakukan dengan :
a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak sama dengan atau

lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak dibawah Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah).
SPPT dapat diterbitkan melalui :
a. Pencetakan massal,
b. Pencetakan dalam rangka :

1. Pembuatan salinan SPPT;

2. Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan Kepala Badan

atas permohonan keberatan atau pembetulan dari wajib pajak;

3. Tindak lanjut pendaftaran obyek pajak baru; dan

4. Mutasi obyek dan/atau subyek pajak.
SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu obyek pajak.

12



(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Pajak melalui Bank
Pasal 9

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Pajak yang terutang berdasarkan STPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar,
dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah hutang
pajak belum ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib

pajak.

Pasal 10

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank yang ditunjuk, petugas pemungut

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 11
Pembayaran pajak terutang melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara
langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk.
Pembayaran dengan cek bank/ giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila
telah dilakukan kliring.
Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak
dari bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota berkewajiban
mengirimkan SSPD kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak

melalui kiriman uang/ transfer.

Bagian Keempat
Mutasi Sebagian/ Seluruhnya Objek Pajak dan Subjek Pajak
Pasal 12
Atas dasar pengalihan/perubahan atas data objek/subjek Pajak, wajib pajak
dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek

pajak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Permohonan mutasi sebagaimana ayat (1) di atas dapat diajukan kepada
kepala Badan dengan persyaratan tidak memiliki tunggakan PBB.

Pembayaran atas tunggakan PBB dapat dilakukan dengan nominal yang
disesuaikan dengan prosentase luasan sertifikat dalam hal wajib pajak
mengajukan permohonan mutasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Atas dasar transaksi pengalihan hak atas obyek pajak sesuai data SSPD
BPHTB, Badan dapat melakukan proses mutasi sebagian / seluruhnya obyek
dan subyek pajak, tanpa perlu melalui prosedur pengajuan permohonan

mutasi dari subyek pajak terkait.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD
Pasal 13
Atas dasar belum diterimanya SPPT, SPPT hilang atau sebab lain, wajib pajak
dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan
ataupun secara kolektif ke Badan.
Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT antara lain :
a. Surat permohonan tertulis penerbitan salinan yang diajukan kepada Badan;
b. Fotocopy SPPT tahun terakhir;
c. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
d. Fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya,;

®

Fotocopy identitas diri dan kartu keluarga;
Tidak memiliki tunggakan PBB; dan

g. Surat kuasa (apabila dikuasakan).

Bagian Keenam
Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi Pajak
Pasal 14

Walikota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib

pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi pajak berupa

bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam SPPT atau STPD yang

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahan wajib pajak.

Bagian Ketujuh
Pembetulan SPPT
Pasal 15
Walikota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan
wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat membetulkan
SPPT atau STPD yang tidak benar karena kesalahan nama, kesalahan alamat,
kesalahan luas bumi dan atau bangunan, kesalahan hitung, kesalahan kode
Zona Nilai Tanah atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan
perpajakan dan kesalahan lain yang diakibatkan oleh sistem.
14



(1)

(2)

(1)

Permohonan pembetulan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatas, diajukan secara perorangan, dan dapat juga diajukan secara
kolektif.

Bagian Kedelapan
Pembatalan SPPT yang tidak benar
Pasal 15

Walikota atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan
wajib pajak baik secara perseorangan maupun kolektif dapat membatalkan
SPPT, SKPD, STPD yang tidak benar dikarenakan ganda, telah berubah status
buminya menjadi fasilitas umum, telah digabungkan menjadi satu dengan
objek pajak lain atau tidak ditemukannya objek pajak.
Permohonan pembatalah SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) di atas, diajukan secara perseorangan, dan dapat juga diajukan secara
kolektif.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak
Pasal 17
Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan, wajib pajak dapat
mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran
pajak.
Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak
diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Pengajuan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya kepada Badan;
b. SPPT asli yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti
penerimaan;
c. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;
e. Fotocopy kartu keluarga;
Tidak memiliki tunggakan PBB; dan
g. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi Pajak
Pasal 18
Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau

kompensasi pajak.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :

a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang,
karena :

1) terjadi pembayaran ganda atas obyek pajak dengan NOP yang sama di
tahun pajak yang sama termasuk perhitungan pengenaan;

2) dikabulkannya permohonan keberatan PBB yang mengakibatkan PBB
ditetapkan lebih kecil dari ketetapan sebelumnya, setelah PBB tahun
pajak tersebut dibayar/ dilunasi; dan

3) dilakukannya proses mutasi pecah atas obyek pajak yang
mengakibatkan ketetapan obyek pajak tersebut lebih kecil dari
ketetapan sebelumnya, setelah PBB nya dibayar/ dilunasi.

b. Dilakukan pembayaran lebih dari pajak terutang atas suatu obyek pajak
atau dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang atas obyek-
obyek pajak yang seharusnya tidak ditetapkan PBB nya.

Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang

pajaknya, dan atas persetujuan wajib pajak terkait kelebihan pembayaran

tersebut dapat diperhitungkan/dikompensasikan dengan pajak yang akan
terutang atau dengan utang pajak atas wajib pajak lain.

Perhitungan sebagaimana pada ayat (1b) dilakukan dengan pemindahbukuan

berdasarkan keputusan Kepala Badan.

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan

alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan tertulis pengembalian kelebihan pembayaran yang
ditujukan kepada Badan disertai alasan yang jelas;

b. SPPT PBB asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian
pembayarannya;

c. Fotocopy SSPD PBB tahun pajak terkait dan tahun sebelumnya;

Surat kuasa (apabila dikuasakan);

e. Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal
dikuasakan; dan

f. Nomor rekening atas nama wajib pajak.

Pemberian kompensasi pajak diberikan berdasarkan permohonan dari wajib

pajak untuk pajak terhutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :

a. Surat permohonan kompensasi yang ditujukan kepada Badan;

b. SPPT asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa kompensasi;

c. Surat kuasa (apabila dikuasakan);

Fotocopy identitas diri atau fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal

dikuasakan; dan

e. SSPD asli tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa

kompensasi, tahun pajak berjalan dan tahun sebelumnya;
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(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan permohonan
kompensasi pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
oleh pejabat/ petugas yang diberi kewenangan, dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara
lengkap.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas telah
terlewati dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran PBB dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Pembayaran kelebihan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan
sesuai dengan prosedur pencairan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencarian Dana
(SP2D)

Kompensasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB, sebagai dasar

dilakukannya pemindahbukuan.

Pasal 21

Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak sampai
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala
Badan.

Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22
Pengembalian atas kelebihan pembayaran melalui restitusi yang terjadi dalam
masa pajak tahun berjalan atau tahun yang sama dengan penerimaan PBB

dibebankan pada rekening pendapatan PBB.
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(2)

(1)

(2)

Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB melalui restitusi yang terjadi

pada masa pajak tahun yang berbeda dibebankan pada rekening belanja tidak

terduga, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pengurangan Pajak
Pasal 23

Pengurangan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak karena :

a. kondisi tertentu atas obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek

pajak; dan

b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal obyek pajak terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pemberian pengurangan dikarenakan kondisi tertentu atas obyek pajak yang

ada hubungannya dengan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1)

2)

3)

4)

S)

Obyek pajak pribadi dan subyek pajak anggota veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan besarnya
75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;

Lahan obyek pajak pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan yang
luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), dengan hasil yang sangat terbatas
dan subyek pajaknya berpenghasilan rendah diberikan pengurangan
sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;

Obyek pajak pribadi yang subyek pajaknya berpenghasilan terbatas
semata-mata dari pensiunan pegawai negeri maksimal golongan II atau
setara diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh
persen) dari pajak terutang;

Obyek pajak pribadi yang subyek pajaknya tergolong masyarakat
kurang mampu dengan penghasilan kurang dari Rp. 500.000 (lima
ratus ribu) per bulan diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50%
(lima puluh persen) dari pajak terutang;

Obyek pajak pribadi yang subyek pajaknya tergolong masyarakat
kurang mampu dengan penghasilan antara Rp 500.000 (lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan diberikan pengurangan sebesar-besarnya 30% (tiga puluh

persen) dari pajak terutang; dan
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6) Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
rendah namun Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) permeter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :

a) sebesar 25%, apabila kenaikan NJOP/m? mencapai 2 kelas;

b)

c) sebesar 35%, apabila kenaikan NJOP/m? mencapai 4 kelas;

sebesar 30%, apabila kenaikan NJOP/m? mencapai 3 kelas;

d) sebesar 40%, apabila kenaikan NJOP/m?2 mencapai 5 kelas; dan
e) sebesar 75%, apabila kenaikan NJOP/m2 mencapai lebih dari 5
kelas.

Wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas pada tahun

sebelumnya dibuktikan neraca laporan keuangan sehingga tidak dapat

memenuhi kewajiban membayar PBB, maka diberikan pengurangan
sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.

Wajib pajak badan berupa rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria

institusi pelayanan sosial masyarakat yaitu :

1) 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan
untuk pasien yang tidak mampu;

2) mempunyai kelas bangsal atau kelas 3 (tiga);

3) melayani pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS/JAMKESDA)/Asuransi Kesehatan (BPJS)
dan/atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); dan

4) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam
rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan wuntuk
investasi di luar rumah sakit.

diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari

pajak terutang.

Wajib pajak badan berupa organisasi/lembaga/yayasan kemasyarakatan

yang bersifat nirlaba atau non komersial, yang memenuhi kriteria sebagai

berikut :

1) Sumber dayanya berasal dari sumbangan sukarela dari para anggota
atau penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran kembali
atas manfaat ekonomi sebanding dengan besarnya sumber daya yang
diberikan;

2) Kepemilikannya tidak dapat dijual/dialihkan/ditebus kembali dan tidak
mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat

likuiditas/pembubaran entitas;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

3) Apabila memproduksi barang dan/atau jasa tidak bertujuan untuk
mencari laba, namun apabila menghasilkan laba, jumlahnya digunakan
untuk keperluan organisasi dan tidak pernah dibagikan kepada
pendiri/pemilik organisasi.

diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari

pajak terutang.

e. Obyek pajak yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan
cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model
mapun warna cat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh
puluh lima persen) dari pajak terutang.

f. Wajib pajak dengan kondisi tertentu lainnya yang mengakibatkan
ketidakmampuan membayar pajak berdasarkan pertimbangan dan
perhitungan analisa dokumen yang diajukan secara tertulis, diberikan
pengurangan sebesar 75% pada tahun pertama, 50% pada tahun kedua

dan sebesar 25% pada tahun ketiga.

Pasal 24
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diberikan kepada
wajib pajak atas pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.
Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak pokok ditambah pengenaan
sanksi administrasi berupa denda.
SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan

pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 25

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b
dapat diberikan paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak
terutang.

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b,
diberikan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan analisa dokumen dan
bobot prosentasi pengurangan dari berkas permohonan yang diajukan oleh
wajib pajak.

Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b,
diberikan kepada wajib pajak dapat diberikan berdasarkan keterangan laporan

kelurahan secara tertulis.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 26
Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dilakukan wajib pajak secara tertulis.
Permohonan pengurangan pajak digunakan secara tertulis kepada Badan atas
pajak terutang.
Permohonan pengurangan pajak diajukan wajib pajak secara individual
dan/atau kolektif.
Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan kepada wajib pajak orang
pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal pajak terutang keseluruhannya
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan batasan
kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah).

Pasal 27

Permohonan pengurangan pajak dalam jangka waktu maksimal, yaitu :

(1)

(2)

(3)

Tiga bulan sejak diterimanya SPPT;

Satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan
pajak;

Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan

Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.

Pasal 28

Pengajuan permohonan pengurangan pajak yang tidak memenuhi persyaratan
tidak dapat diterima sebagai permohonan pengurangan pajak.

Apabila permohonan pengurangan pajak tidak dapat diterima, maka pajak
dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan lengkap dan benar.
Permohonan pengurangan pajak yang tidak dapat dipertimbangkan, Kepala
Badan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak permohonan itu diterima
harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada :
a) Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara

perseorangan; dan
b) Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal

permohonan diajukan secara kolektif.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 29

Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan
pajak PBB perkotaan terutang lebih dari sama dengan Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Kepala Badan berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan
pajak PBB Perkotaan terutang kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Walikota atau Kepala Badan sesuai kewenangannya dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan

pengurangan pajak harus memberikan keputusan.

Pasal 30
Keputusan Walikota atau Kepala Badan atas pengajuan pengurangan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa mengabulkan
seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan
penelitian di lapangan.
Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan pajak tidak
dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD
tahun pajak yang sama.
Pemberian pengurangan pajak diberikan atas suatu objek pajak yang dimiliki

dan dikuasai.

Bagian Keduabelas
Keberatan Pajak
Pasal 31

Keberatan pajak dapat diajukan atas :

a. SPPT; atau

b. SKPD.

Keberatan dapat diajukan dalam hal :

a. wajib pajak apabila Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan
terdapat ketidaksesuaian antara data dan fakta tentang perpajakan;
dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perpajakan.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak

diterimanya SPPT.

Tanggal penerimaan surat keberatan dijadikan dasar untuk memproses surat

keberatan yang diajukan wajib pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan

pada unit pelayanan PBB.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 32
Permohonan pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak
dapat diterima sebagai surat keberatan pajak.
Apabila pengajuan keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali
sepanjang memenuhi jangka waktu.
Pengajuan keberatan yang memenuhi persyaratan namun tidak dapat
dipertimbangkan maka Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib
pajak atau kuasanya.
Walikota atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan
atas keberatan yang diajukan, berupa keputusan menerima seluruhnya,
sebagian atau menolak. Apabila jangka waktu yang ditetapkan tidak dilakukan
oleh Walikota atau Kepala Badan maka keputusan keberatan pajak oleh wajib

pajak dianggap menyetujui.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penagihan dan Penanganan Piutang Pajak
Pasal 33
Hak untuk melakukan penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.
Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tertagih, apabila :
a. telah diterbitkan surat teguran pembayaran PBB kepada wajib pajak; atau
b. adanya pengakuan utang pajak oleh wajib pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, tentang kadaluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal
penyampaian surat paksa tersebut.
Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, bahwa wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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(7)

(1)

(2)

Pasal 34
Walikota dapat melakukan penghapusan piutang pajak berdasarkan
permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum
dalam SPPT dan STPD, yang tidak tertagih.
Piutang pajak yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disebabkan :
a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; dan
d. Sebab tertentu lainnya berpotensi piutang pajak tidak tertagih.
Apabila terjadi piutang pajak yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf ¢, Badan dapat melakukan penelitian
lapangan/penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil
penelitian lapangan/administrasi.
Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat dilakukan wajib pajak secara individual dan/atau kolektif
melalui kelurahan.
Penelitian administrasi atau penelitian lapangan secara kolektif hanya dapat
dilakukan terhadap wajib pajak/obyek pajak apabila:
a. Data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat
ditelusuri lagi; atau
b. Terkena bencana alam atau sebab lain karena kejadian luar biasa.
Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, apabila
terdapat tunggakan/piutang pajak, maka harus dilakukan penghapusan

piutang atas objek pajak tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan.

Pasal 35

Dalam hal wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang

pajak, harus dibuktikan dengan :

a. Surat keterangan dari Lurah dan Camat setempat yang menyatakan
kondisi ketidakmampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
pembayaran piutang pajak;

b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas Badan; dan

c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang
keberadaan/kondisi wajib pajak.

Bukti surat dan dokumen yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dijadikan dasar/acuan dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan

guna penyampain usulan penghapusan piutang pajak.
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Bagian Keempatbelas
Tata Cara Penagihan Pajak
Pasal 36
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) digunakan sebagai dasar penagihan pajak.
Walikota menunjuk Badan untuk melakukan penagihan pajak.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan :
a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
b. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
STPD diterbitkan berdasarkan usulan daftar nominatif penerbitan STPD yang
telah disetujui oleh Kepala Badan.
STPD dapat diterbitkan, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang
pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan dikenakan
sanksi administrasi berupa denda.
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan,
dihitung dari pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling
lambat 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Hak wuntuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.
STPD disampaikan kepada wajib pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya STPD.

Bagian Kelimabelas
Tata Cara Pemberian Informasi Pajak
Pasal 37
Wajib pajak atas dasar kebutuhan informasi dapat meminta informasi
kewajiban perpajakannya melalui petugas pelayanan.
Kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) meliputi
keterangan lunas tunggakan, Surat Keterangan atas NJOP Bumi dan

Bangunan atau keterangan status jenis bumi atas objek pajak terkait.

Pasal 38
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan ketika belum diterbitkannya SPPT PBB pada tahun
tersebut.
Permohonan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan diajukan

secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasannya.
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Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut :

a. fotokopi identitas diri dan kartu keluarga;

b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya;
d. fotokopi sertifikat tanah/ sewa tanah atau bukti kepemilikan lain;

fotokopi SSPD PBB tahun terakhir;

®

tidak memiliki tunggakan PBB; dan

g. dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keterangan dari Kelurahan, dll.

Pasal 39
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan Iunas
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar kerusakan atau hilangnya
bukti pembayaran SSPD,.
Permohonan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan disertai alasannya.
Permohonan dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut :
a. Fotokopi identitas diri dan kartu keluarga;
b. Fotokopi SPPT PBB terkait;
c. Fotokopi sertifikat tanah / sewa tanah atau bukti kepemilikan lain;
Tidak memiliki tunggakan PBB; dan
e. Dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keterangan dari Kelurahan,
dll.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan pelayanan PBB sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf
J, huruf k, dan huruf 1 diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111
Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Format formulir-formulir yang digunakan atau dipersyaratkan pada pelayanan
PBB tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo

Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan di Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapikan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

( s
,v/
TITIK WIDXYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014
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SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DI KOTA PROBOLINGGO

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

1. PERMOHONAN SALINAN SPPT
Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo
Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Salinan SPPT

Pajak Bumi dan Bangunan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama S
PRI aATL 1 o e
Alamat ettt ettt ettt ettt et e e

Dengan ini mohon diterbitkan Salinan SPPPT PBB :

Tahun ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt ettt
N aAIIA W P 1 e e
NOP ettt ettt ettt et ettt ettt ettt et e e,

Alasan permohonan Salinan SPPT :

Untuk melengkapi permohonan ini terlampir dokumen sebagai berikut :
Surat Kuasa ( bila dikuasakan)

SSPD PBB tahun berjalan dan tahun sebelumnya

Fotocopy Identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga

Fotocopy SPPT /SKPD PBB tahun sebelumnya

s L

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wajib Pajak/Kuasa
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2. PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Pengurangan PBB

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama L ettt ettt

Alamat L ettt ettt ettt ettt ae e

Sebagai Wajib Pajak PBB objek yang terletak di :

Jalan PP PP PPR

Desa/Kel, RT/RW i e e

Kec. e Kota Probolinggo

NOP e PBB terhutang untuk tahun : .........
Sebesar Rp 1 oo terbilang

Demikian agar dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa

Syarat-syarat terlampir sebagai berikut:
1. Fotocopy SK Pensiun dan slip gaji pensiun (bagi wajib pajak pribadi pensiunan
pegawai negeri/ BUMN/BUMD)
2. Fotocopy SK Pensiun/ KTA Veteran/ SK Pengakuan & Penganugerahan Gelar
Kehormatan dan Fotocopy kartu tanda veteran (bagi wajib pajak pribadi veteran)

. Fotocopy SK Pengurangan tahun sebelumnya (bila ada)

4. Surat Pernyataan berpenghasilan rendah yang diketahui RT, RW dan Lurah (bagi
wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah)

5. Surat Pernyataan Bersedia Membayar PBB setelah mendapatkan Surat Keputusan
Kepala Badan (khusus untuk permohonan pengurangan denda)

6. Fotocopy SK Walikota penetapan bangunan sebagai cagar budaya dilegalisir Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (bila objek pajak ditetapkan
sebagai cagar budaya)

7. Surat Keterangan Lurah / Camat yang menyatakan objek pajak terkena bencana

atau sebab lain.

Fotocopy Identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga

9. Fotocopy Tagihan Rekening Listrik, air, telepon bulan terakhir

10. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya.

11. Fotocopy SPPT yang diajukan pengurangan

w

o
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3. PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak 1 . ..o
Alamat [ NO T el & oo e

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atas

SPPT/SKPD/STP *) Tahun ........c.ccceeuenenn... sebesar Rp. .cocvvvviiviiiiiiiiiien,

PP PPTPRR )

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut:

) 4 o T dibayar tunai (restisusi) pada rek. No. .............. Di
Bank...............

2. Rpeooviiiiiiiiiii diperhitungkan (dikompesasikan) dengan hutang/ ketetapan
PBB*) tahun ......... atas nama :

Nama Wajib Pajak & ..o e
Alamat PP PPPR
Letak Objek Pajak & ..o e
NOP N
3. Disumbangkan kepada Negara
Sebagai bahan pertimbangan /penelitian kami lampirkan :

a. SSPD PBB asli dan fotocopy tahun pajak yang dimohonkan pengembalian berupa

kompensasi / restitusi ;

b. Fotocopy SSPD PBB tahun pajak berjalan dan tahun sebelumnnya ;

C. Surat Kuasa ( apabila dikuasakan) ;

d. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan Kartu Keluarga;

e. Nomor rekening atas nama Wajib Pajak (bila pengembalian kelebihan pembayaran

berupa restitusi).

Wajib Pajak/Kuasa

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
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4. PERMOHONAN MUTASI OBJEK / SUBJEK PAJAK

Probolinggo, ...... e e s

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Mutasi
Objek /Subjek PBB

Dengan Hormat,
Berkenaan dengan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun .................

NOP PN
Nama Wajib Pajak L e ettt
Alamat Wajib Pajak 1 .o
PBB Terhutang PP
Letak Objek Pajak PPN
Pengenaan PBB

- Luas Tanah P M2

- Kelas Tanah P M2

- Luas Bangunan . M2

- Kelas Bangunan e M2

Dengan ini diajukan permohonan Mutasi atas Objek Pajak sebagaimana tercantum pada
SPPT PBB tersebut diatas karena telah dipecah menjadi :

1.Seluas @ coovviiiiiiiiii, M2, atas NAMA & ..oiviiiiit i eieieeaeeeenns
1S e E2EoT= o = o W
2.8€eluas @ civviiiiiiiii e M2, atas NAIMIA © c.ioiiiiiiiiieiiii e ieenaeaens
BerdaSar KA. . it
3.Seluas @ cooviiiiii M2, atas NAMIA & c.iviireiiii it ieeeeaneeanns
| BT ge 2T T2 1 g =¥ o

Sebagai bahan pertimbangan penelitian, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kuasa (bila dikuasakan )

2. Foto copy SPPT dan SSPD PBB tahun terakhir

3. Foto copy Identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga

4. SPOP dan LSPOP yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani Wajib Pajak atau
Kuasanya (bila dikuasakan)

5. Dokumen pendukung bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak:
a. Foto copy Sertifikat/AJB/Girik/Surat Keterangan lain sejenis.
b. Foto copy IMB.

6. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Piutang PBB atas wajib pajak induk sesuai
luasan yang dimiliki (khusus untuk permohonan mutasi sebagian)

7. Melampirkan daftar nominatif bila diajukan secara kolektif ditandatangani.

Wajib Pajak / Kuasanya,
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5. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SPPT / SKPD

Probolinggo, ...... e e e
Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD
PBB Tahun ......ccccceeeeee.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

= 0 0 2=

AlAIMAt o

Sebagai Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak yang terletak di :

Jalan ... RT........ RW...... Kelurahan...............ooooeeeniin.
Kecamatan.........cccoevevevennnnenenen. Kota Probolinggo.

Nomor Objek Pajak (NOP) : ....oeiviiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeee, SPPT Tahun......c.ccceevvuennnnn.
PBB Terhutang : Rp.

Tanggal SPPT/SKP diterima . ....ouiuiniiiiiti et en e
Dengan ini menyatakan keberatan atas SPPT/SKPD tersebut diatas dengan alasan sebagai
berikut :

OO PP PTPPPP
e
PP PP PPPTPRPRN
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun ............... adalah sebagai berikut:
1.Bumi: ..ooooieviiiininnn.. M2 XRp.coiiiiiiiiiiii, /M2 = Rp. .cocoviniiiiannn.

2. Bangunan : ........c.coieiinl M2XRp..cviiiiiiennnn, /M2 = Rp. .ccooeviiiiiinnen.

B NJOP 1 (142) e = Rp. eveiiii

4. NJOPTKP o = Rp ceeiiiin

S. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4)......c.cvuenenenen.. = RP ceeveiiiiiiiiieneans

6. PBB Terhutang (...........cccue.... XRPeoeiiiii ) = Rpevviiiiiiin,

Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan :

1. Foto copy identitas diri Wajib Pajak dan Kartu Keluarga

2. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

3. SPPT / SKPD PBB Asli dan fotocopy

4. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya

5. Fotocopy Sertifikat/ Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling/Letter C/Surat
keterangan
JEEREa b0 |72 B 013 ¢ b § o Y- TR0 PPN

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya

*) coret yang tidak perlu dan agar melampirkan surat kuasa apabila dikuasakan.
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6. PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT

PBB Tahun ................

Dengan hormat,

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT PBB) tahun.........c...ccceviviiiiniiinnnn..
NOP e
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak @ o
PBB Terhutang : Rt
Letak Objek Pajak e
Pengenaan PBB

Luas Tanah P M2

Kelas Tanah e

Luas Bangunan : ......c..ccciieiiiiinnne. M2

Kelas Bangunan : .......cccocoviviviiiininenene.

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT PBB tersebut di atas, karena

Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan:
1. Fotocopy identitas diri wajib pajak
2. SPPT PBB asli
3. Formulir SPOP dan LSPOP yang telah diisi (apabila objek pajak telah berubah status
buminya menjadi fasilitas umum atau telah digabungkan dengan objek pajak lain)
4. Fotocopy IMB (ljin Mendirikan Bangunan)

S. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

Wajib Pajak/ Kuasanya
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7. PERMOHONAN PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Penentuan Kembali Tanggal

Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e

Alamat PP PPTPR

Dengan ini mengajukan permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran atas ketetapan

PBB tahun s

Nomor Objek Pajak/ NOP : ... e
Nama Wajib Pajak T e et
Alamat O PP
Letak Objek Pajak PPN
Ketetapan Pajak L e et
Kecamatan H PP
Kelurahan O PP PP PP

Dengan alasan sebagai berikut :

Bersama ini kami lampirkan:

a. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

b. SPPT Asli dan foto copy disertai bukti penerimaan SPPT

c. Fotocopy identitas diri Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

d. Fotocopy Kartu Keluarga

e. Fotocopy SSPD PBB tahun sebelumnya

f.  Surat Keterangan dari Lurah diketahui Camat (Surat Keterangan Tidak Mampu/ Surat

Keterangan Mengalami Kejadian Luar Biasa diluar Kekuasaan)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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8. PERMOHONAN PENGAJUAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Pengajuan Pendaftaran

Objek Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt a e eees
Alamat PP PP PPP
Dengan ini mengajukan Pendaftaran objek pajak atas lahan sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak PP

Alamat Wajib Pajak L ettt e s

Letak Objek Pajak L ettt e eaens
Kelurahan/ Kecamatan © ......oooiiiiiiiiii e
Luas Tanah PP M2
Luas Bangunan D e M2

Untuk Proses Penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan:
Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

Formulir SPOP dan atau LSPOP yang telah diisi lengkap
Fotocopy identitas diri wajib pajak

Fotocopy Kartu Keluarga

Fotocopy SPPT / SKPD Tanah sekitarnya

Fotocopy SSB BPHTB

No R LD

Dokumen pendukung :

a. Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan
(sertifikat/AJB/Girik/Dokumen lain sejenis)

b. Foto copy IMB ([jin Mendirikan Bangunan)

c. Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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9. PERMOHONAN INFORMASI PBB

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Permohonan Informasi PBB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib pajak TP PP PPPIN
Alamat wajib pajak T e ettt et e ettt ettt et e et aaans
Sebagai wajib pajak PBB atas objek pajak sebagai berikut:

NOP TP PP PP P PPPPP
Letak objek Pajak L e e et ettt e et

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan :
1. Surat Keterengan NJOP

2. Surat Keterangan Lunas PBB

3. Surat Keterangan Informasi Status Objek Pajak

Adapun alasan mengajukan permohonan ini adalah

Bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy SPPT / SKPD PBB tahun terakhir

Fotocopy SPPD PBB tahun terakhir

Fotocopy Identitas Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

S

Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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10. PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB

Probolinggo, ...... e e e

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo

J1. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo
Perihal : Permohonan Pembetulan

SPPT PBB Tahun ...........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama wajib pajak L e ettt et e a et ettt ettt e aaans
Alamat wajib pajak L e ettt ettt et et e ettt e e et e e ane
Sebagai wajib pajak PBB atas objek pajak sebagai berikut :

NOP PR PP TP PPN
Letak Objek Pajak P PP PP PPN

Bersama ini kami lampirkan :
1. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
2. Formulir SPOP / LSPOP yang sudah diisi lengkap
3. Fotocopy identitas diri wajib pajak dan Kartu Keluarga
4. SPPT asli
5. foto copy bukti pelunasan PBB (SSPD PBB) tahun sebelumnya
6. Bukti Pendukung :
a. Foto copy sertifikat tanah / foto copy Akta Jual Beli / Surat Tanah Garapan /
Surat Perjanjian Sewa Menyewa / foto copy akta hibah / foto copy akta waris

b. Foto copy IMB (Jjin Mendirikan Bangunan)
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
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11. PENGHAPUSAN DENDA / SANKSI ADMINISTRASI

Probolinggo, ......c.ccoceevviiiiiniinn. 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Probolinggo

Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo

Perihal : Pengurangan / Penghapusan Denda
Administrasi PBB

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama PP PPN
Alamat OO PP PPPPPPRR

Sebagai Wajib Pajak atas obyek PBB yang terletak di :

Jalan P PP PP PPTPPPPPPR
Desa/Kel, RT /R i e ettt e et e et et e e e e et e e e e ta e e aeaaaannn
Kec. N
NOP PP PP P PP PTPPPPPRt
Tahun Pajak PP PP PTPPPTPRR

Alasan permohonan pengurangan / penghapusan denda administrasi :

Dengan beban tunggakan sekaligus denda hingga sekarang, tidak sanggup untuk melunasi
denda atas tahun pajak tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut dengan ini mohon

pengurangan / penghapusan denda administrasi sebesar ........... %

Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy identitas diri

N

Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy SPPT 5 tahun terakhir

nalli

Surat Pernyataan bermaterai akan melunasi pokok pajak dan sisa denda

administrasi yang ditetapkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI
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SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO

BENTUK FORMULIR SPOP DAN LAMPIRAN SPOP (LSPOP)

A. FORMULIR SPOP

Halaman depan:

Wofewmmie | | || [ [ ][] 1]

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Balai difzi oleh Petszas (tagin daarnir),
SURAT FEMBERITAHUAN OBJEKPAJAK | i chonVea Pt
Beri anda sihng pada olom vaog seomad

L ENISTRANSAKS [ | 1 PenimemaDann [ | 2 PeemuibinaDam [ | 3 Penghapuss Dan

1 NOP

LI il
iwopmemaasa [ L L LT T[T TICTT] _|__|:|

PR DTN REC HCLDES GLOR W DAL ROLE

IIIIIIII_J_

A INFORRASI TAMBAHAN UNTUKDATA
I

4 NOPAZAL EEICEET BT ET I ET TF1E
svomorraws [ 111

E.DATA LFTAK OBJFE PAJAK
0. NAMA JALAN L AAN 0
EIINNEEEEENENENERENEENEENEEERER IIIIIIIIIIIII
3 KELURAHAN CESA 9.EW 10.RT

] i ) 0 i O 0 O O ) i

C.DATA SUBJEK PAJAR

1L 8TATUS I:l] Paumilic 1 Pazawa 3 Pazgelch 4. Pagmiai 3. Seogian
Il FEHEFRIAAN LEN3* 1 AGRI¥) 3 Peozmman®) 4 Badas 3. Latomyva

13 HAMA SUBER PATAR 14 KFWP
HIIEENERRENEEEEEEEENREEEEEEENRENNINEEEEEE

15 NAMA JALAN 16 BLCEEAVRD

NN ENNERENEENEEENEERENEEENNEE NN EEEEN

17. EELURAHANDESA ILRW I8 RT

T I i T . Y 7 O A g

0. KASUPATEN  KOTAMADYA - KODE P03

INEEENEEEENENEEEEEEERERRREEEEE

IL |

CMCEETP

HNNNENEENENNENNNNENNREEEE

D.DATA TANAH
mrvasTawag [ [ [T LT TR T 13 ZONA NILAI TANAH |:|:|
4 ENIS TANAH 1. Tamb+ 1 Eaving 3. Tamah Kosong Ao T
- — D e .b;::..a D = E] 4. Fasilias Ummmm

i *) vaog praghasibsena oot heas dan g3 atas mang prociEaan

i
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Halaman belakang:

E.DATA BANGUNAN

15 JUMLAH BANGUNAN

T MACVANEIS DAZWE MIOTMAL] VaaR ik s D Salam toammulsr i ermasuk apiasaya aalik beay, il dag amiag
megurst aadiac yasg sbesaena, 1auy deogan Pasal 9 avm (2} Usdanz-uadang No.12 Takug 1955,
26. NAMA SUBIEE PATAK 27. TANGGAL 15 TANDA TANGAN
KUASANYA
Dalem Bal bosndsk sckskn kumz, Sume Haxs kamp dibepiskan
Dalem bal Subjck Pajsk mendafekan yondis Objck Pask, 1upsys memgyambaken Sk’ Dexalt Lokas Objck Pask
= . Bty wskes pengombsion SPOP 30 (ogs pulh) ke agjsk ditmes olck Sulbjck Paisk myus Paal § oyee (2) U0 Ne. 12 Tahum 1985
G.IDENTITAS PENDATAPEJABAT YANG EERWENANG
PETUGASPENDATA MENGETAHUT PEFABAT YANG BERWENANG :

2. TaxGeAL (TeLENTEN) [ [ ] [T] ([1] |22 ravcear@eLayt=)[T] (1] (1]

30. TANDA TANGAN 30. TANDA TANGAN

31 NAMA JELAS 3L NAMA JELAS

32N LLTLTRNTL sanm HRNNNNNEN

SKET / DENAH LOKAST OEJEK PAJAK
Cogioh Penzzambaran

EETERANGAN :
- Gambarkag shet’ decah okasi objek paipk

(Rops sak), vasg diwbuagiag 2o pharan

Fhg prowkol, jahaa finZiuazas dag hic-hi, vaas

axsdal dlkenlknyi olel vaman. M Kerinci
- Sabutas hadas-tans pemilinag sabehal van, Raroo Al

Sehng, timue das bara: S




B. FORMULIR LSPOP

Halaman Depan:

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. foramlic |_|_|| | | I ” | | |

A_RINCIAN DATA BANGUNAN

BANGUNAN | T [ [Sarnen [ |
[] 4 TeioAposicPasacRuico [] 5 R Sae Ko [] & OtbRagaReszeasi
[] 7 Howt Wam [] & BeagieiGutangPernzina [ 9. Geduog Pemerions
[] 10Lsi-tein [J 118 Titek Bema Paine [ 12 Basigosea Pacisr
[] 13Apnemes [] 14 %onpa Beasin [] 25 Teazis Mipes
[ 16.Gesues Sekotat
§. LUAS BANGUNAN I I I I I l l I I I I 7. FJUMLAH LANTAI ED
(M2}
s THNDIBANGUN [ ] ]
9. THN DIRENOVASL [T ] 10. DAYA LISTRIX
ereasane warn LLLLL I 1]
11. KONDISI PADA 1 Saeza 2 Bak 3 Sedang 4 Jahak
et B e o i
12 KONSTRUKS [ 1.Bsp [J 2500 [z Beusem HEEST
13. ATAP g Decnises [ zeuzeme  [] : gasan [Jeases  []550es
Gz Ghawe v
14. DINDING 1 Kaca 2 Bewa 3 BamBan 4 Kays 5 Seoz
gy O:sesa [0 0
§ Tidak Ade
15. LANTAI [+ Meemee []2Remax [ 3.Teraso [] 4 VbR [] 5 Semes
P
16. LANGIT-LANGIT L !Akmk [] 2 Teigiekastes [ 3 Titakade i
Y
17. UMLAH AC [T] = [T] Wiasdow | 15 AC Seamrat []t ase []p Taeas
19.1%21;%01.(&‘1 T . LUASPERRERASAN HALAMAN (M |
. M - : Berat
' 1. Diplester D 2 Dezgan =_ :e?; ====—ID;:?‘:M
5 Pelaps g B -
I JOMLAR  DGNLAMPU  TRPLAMDPU [ X JOMLARLIFT [ I5.J0% ANGGA
LAPANGAN [T]3e== nn 1] EERJALAN
— Aspat (1] [T] Hapmat Lor<0,50M g
Tacah Lt (1] [T sarees Loe>030M 00
4. PANJANG PAGAR T PENADAM U1 Hydam DL A D2 Tidsed
a0 KEBAKARAN [J2 Spricider [1Ad [J2 Tiakad
BAHAN PAGAR D 1 Baia Bexi [] 2 Bawy O:Fear 0las 0O2Tiesad
Banin
26, IML SALURAN 7. KEDALAMAN SUMUR
T (I11] ARTESS O NN




Halaman Belakang:

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB =3/ 8§

[ PABRIEBENGKEL GUDANG PERTANIAN (/P5=3f%)
28 TINGGI KOLOM (M) [T ] 29. LEBAR BENTANG M) [ [ ]

3. DAYA DUKUNG 31. EELILING 32 LUAS MEZZANINE
Lavrar@eaey L]~ poonveog (LI ™ ag [(L1T]

D.DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

[0 PEREANTORAN SWASTA /GEDUNG PEMERINTAH (/PB=19)

33 KELAS BANGUNAN [J1 Eefaz] [J 2 Kelas2 03Ketas3 [J 4 Kelasd
[0 TOROAPOTIEPASARRURO (JPB=4)

34 KELAS BANGUNAN [J1 Eelasl [J2 Kelas2 (03 Ketas 3

[] RUMAH SAKIT / KLINIK (/P5=5)
3% KELAS BANGUNAN [l Eefs] [J2Kels2  [J3Kels3 [J4Kehst

35. LUAS KMR DNG 37. LSRUANG LAIN DNG
ACSENTRAL (M2) D:D:D ACSENTRAL Q) D:m]

[0 OLAHRAGA /REKREAS] (/PB=§)

35 KELAS BANGUNAN [ 1 Eefs1 [ 2 Kefas2

0 HOTEL WISMA (95=7)
39. FENIS HOTEL 01 Noz-Raser: 02 Resee
40. ML BINTANG 01 Biztaz § []2 Biomog 4 []3.Bimeg 3 [J4.Bimmeg 12 []5 Neo

Biotaag
41 JUMLAH KAMAR ED]:] 42 LUAS EMR DNG EED]’_’] 43.13 RUANG LAIN DNG D]ID
AC SENTRAL Q) AC SENTRAL (M)

[J BANGUNAN PARKIR (/PB=12)
4 TIPEBANGUNAN [J1Tge4 [J2 Tige3 03 Tge2 DO4Tge1

[0 APARTEMEN (JPB=13)
45. KELAS BANGUNAN [] 1 Kehsl 2 Kelas2 03 Ketaz?  [J4 Kehast

46, IML APARTEMEN D:D:D 47LUAS APT DNG D]:Dj 43 LS RUANG LAINDNG EED]:I

ACSENTRAL (M2) AC SENTRAL ()
[0 TANGEI MINYAK (7PB=1%)
49, KAPASITAS TANGEKI S0.LETAK TANGKI [J1DiAa:z []JI DiBawah
Q) Tami Tazaa

[] GEDUNG SEKOLAH (/PB=16)
f1 KELAS BANGUNAN [J1.Kehasl [J2 Kelas2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52 NILAI SISTEM (LITTTTTIT sxmAaNDVIDUAL [TTTTTITTT]
F.IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEIABAT YANG BERWENANG
srerruvwe [/
KEMBALI
33 TGLPENDATAAN [T]/[T1/ [T s rereexeumax [/ [T (T
$5. TANDA TANGAN #. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS §1. NAMA JELAS
35 NP (LTI 62 NIP (LTI

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI



